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TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR

Menimbang : a.

'C.

Mengingat : 1.

b.

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan

perekonomian, serta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu

memberikan kebij akan penghapusan denda administrasi Paj ak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 12 Tahun 2Ol3

Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Sektor Perdesaan Dan Perkotaan perlu disempurnakan dalam

hal penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu perlu direvisi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat

Nomor 12 Tahun 2Ol3 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

undang-und.ang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo9 Nornor

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50a9);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi

rdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

dari Wilayah Kodya Dati-ll Binjai ke Kota Stabat di Wilayah

Kabupaten Dati-II Stabat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,

Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daeralt

Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Daerah

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OL6Nomor 244,

Tambahan Lembaran Nega:'a Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2Ol2

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan

(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OL2 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2OL6 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Tata

cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan

(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OL3 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita

Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 66).




